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OPUTUSAN' GUBERNUR LAltIPUKG 
KOMOR : G/ sa /B.In/HK/2016 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
RAllCANGAN PERATURAll DAERAH
 

KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DABRAH
 

GUBERNUR LAllIPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 
Tabun 2012 tentang Pajak Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 04 Tabun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang 
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b.	 babwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubemur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/032/KEUDA Tanggalll 
Januari 2016 Hal Hasil Koneultasi Rancangan Peraturan Daerah 
KotaMetro. 

llIEMUTUSKAN': 

MenetapkaD : KEPUTUSAN GUBERNUR TERTANG BASIL EVALUASI RAIfCANGAN 
PERATURAN DARRAH ROTA METRO TEIlTAIfG PAJAK DURAll 
DAN RETRIBUSI DABRAB. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 06. Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro 
tentang Petubalian Kedull. Ata.s Perll.turan Daerah Kota Meltl) Nomor 
04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jaea V$6ha sebageimena 
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KBDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada Diktum Kesatu. 

KETIGA :	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetll.pkan. tidak 5eElWU dengan hll.Elil evalull.Si, 
akan dibatalkan sesuai peraturan pemndang-\IDdangfm yang 
berlaku. 

KEEMPAT :	 Peraruran Diicrah dimaksud pada Diktiiili Kctigii sebmjUtfiyii 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA : Keputusan Ini mUlai beflalill sejaR t8iJ.gga! Cl.l1eti:1.plWi., dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata. terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestlnya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 11 Februari 2016 

II. RI 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negen RI dl Jakarta; 
2. MeRten Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/981B.III/HKI2018 
TANGGAL : 11 FEBRUARI2018 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG 

A. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 
1 2 3 4 

11 UA~9AR ledMSAI .181itUF 12 T_WR ~g11 la.RS P9A189ANkaA -
PSratwfiA PeAiMlIA!l blAdllA!lllA (I.SAlIiSfiA tlsiR ~pwlllik 

IAdsAssili +SRWA ~Q11 tlsAlsr a~1 +lIAllliIRliA I.SAlIiRA ~JS!lllfi 

Rspwlllik IAdsAssili tlsAlsr 6~i1)i 

12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemer1ntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir I Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah beberapa kali lerakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ~ 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5697); 

5 

Konsideran Mengingat angka 
11 dihilangkan berdasaJllan 
UU 12 tl\n 2011 hSlya 
dlgunakan sebagal pedoman 
penyusunan sehingga lidak 
per1u dicanlumkan dalam 
konslderan mengingat 

Konsideran Mengingal angka 
12 disempumakan 

1 Konsideran Mengingat 

2 Struktur dan besaran 
tarif berdasarkan 
objek 

Jenis-jenisKekayaan Pemerintah Daerah adalah : Pasal6 
1, Bangunan Serba Guna, meliputi : Jenis- jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah : 

a. Gedung Sesat Agung; 1. Bangunan Serba Guna. meliputi : 
b, Stadion Tejossri; a, Gedung Sesat Agung; 
c. Gedung Olahraga Jurai Siwo; b, Stadion Tejosari; 
d, Lapangan Tenis OutDoor (A,B, dan C); c. Gedung Olahraga Jurai Siwo; 
e. Lapangan Tenis In Door, d, Lapangan Tenis Out Door (A,B, dan C); 

2, Lapangan Samber, Lapangan Mulyojati, Lapangan e, Lapangan Tenis In Door, 
Hadimulyo Barat; 2, Lapangan Samber, Lapangan Mulyojati, Lapangan 

3, Geddung Wanila; Hadimulyo Barat; 
4, Bangunan Lain- lain. 3. Gedung Wanita; 

4, Bangunan Lain-lain meliputi : .. , , " 

Passl 6 angka 4 
disempumakan, dilengkapi 
apabila ada objek lain 
Bangunan lain yang dimiliki 
olehKota Metro 
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1 2 3 4 5 

3 Ketenluan Penutup BAB XXI BAB XXI Pasal 34 Disempumakan, 
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP Perda dimaksud talah 

Pasal 34 Pasal 34 dicabut dengan Parde 
Pade saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : Peraturan ini mulai berlakunyasejak tanggal diundangkan. Nomor 04 Tahun2012 
PeF&tWRIR QasFsR Kate .491'9 NeMer 1i T8RWR ~OOO taRtaRS Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
RetRBwsi +eAfliRSI fb9A:lBElF&R QaeFaI:l Kala Metrs Taf:lwA ~ggg pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
tJ9F1SF Qi), 89B881li"'aAS IsleR ~iW8BR a.RiM Par&twfBA dalam Lembaran Oaerah. 
gssr:aJ::'l KliMa Matra ~hilFR9r 11 1=atolWF1 ~gQfi fb9Ff1tiJ&r8R gsaNA 
1(81a Metrs +SI=lWR ~gQi ~'9Mer Q7); 
a. PSfelWFBA QS9FSt:l K8t& Mer-e ~leFA8F 1. 1=aRwR ~ggg 

t8At8RliI RSVfBWli TaMps. PSFlgr I(Awsws ~beFR~BF8R QseFaR 
tet&ta: Metre +aRWA ~00i .JSFRSf 1Ii), &9tiU.8iFAIiFl8 tslaR 
~iWB8~ s8RgaA P8FatlaFaR QSSFSR Ksta Mew ~1&1'fI8F 11 
1=af:1wR ~gQi (bSFRB&lFSR QS8F&1=l Keta MstF; TSRWR ~QQi 

~J9Ff19r 11); 
8. P'SFiMwr:SR QaSFaR ~ta Ms1F9 ~J9FR8F ~g 1=aJ:1wR ;lQQg 

t9AtsR{f R8tFil:1wsi PeFFtsl<siiiFl Keh8¥SsA QS8FaA (bSFRS8FaR 
9aeFa~ K9ta Ue\F9 1=at:twR :;IQQQ ~IQFAeF d3), sel:1slsiMBR8 
tslat:. eiwssf:t aeRgaR PeF8:twFaFl QS9FSR Ksta Metrs PlSFRSf 
Qi l'al'1wR AgQi (be~8S1F&R (;JsersR Kata MstRil +a~wF1 .aQQi 
~h~Merg~); 

e. PSl=atWFElR QasrsR I<sta MetFe tJSFRSF ~1 1=Sf:tWR ;JQgQ 
tSF1tSRB R9'R~W8i RWFA81::l PeteRS l-IeV'&IR (bSR=lBSraFt 
QSSFSt:;l J<eta MsIN Tal::lwR aggg ~J8A=l9F 24), &BBagailflsRs 
talsR etiws9R eeRieR PSF8:lwr8R QSSFaR Kata Metrs NeFRer 
12 +8Rl::tR aQQ(; (6SFfl8liFQR QssrsR ~'a MetFQ 1=aRWR :dQQi I 

JJeFR8f Qi); 
~. PeratWFaR '.QJalil(sta Metr;e NaFASF gg Tal::lwR :;lQ13 t8f01tQRS 

"TaFif R8\Fi~ ..&i ~a&e YS8REl (SeRts QseFaR I<leta MetFe 
"SRl,IR AQ1 i NSFR9F QQ). 

gi&lalrlwt ElBA aiR~'at91(aR tiieli seRal\",. 

4 Nemer Register - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI Pada ahkir lembar 
LAMPUNG NOMOR: 11MTRI2016 penetapan dan 

pengundangan raperda 
Tambahkan nomor register 
sesuai ketentuan UU No 23 
Tahun 2014 
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B.	 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH KOTA METRO NOMOR06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENOALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI 01 KOTA METRO
 

No Maleri Raperda 
1 2 

1 Konsideran 
Mengingat 

2 Penataan dan 
Pengawasan 
Pembangunan 
Menara 
Telekomunikasi 

Rumusan Raperda 
3 

14:	 tJR~SA!lIJR~8R!I NeAl8r 1~ TSRWA :lQ11 tlllllaRII P8AllieRlwksFl 
(;Ie_. (;I8rwA~SR!I IJR~liR!laA (k8AlllsF8Fl ~le!laF8 R81lwIllik 
IR~eRe81l1 TaRYR :lQ11 .18Al8r !la, TiIAlllSRliR 1.8Allls_ ~le!lllF8 

RellWllMk IFl~8Fle&ia NeAlar i:l341i 

15.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 

1.	 Ketenluan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Kedua 
Tim Penataan Dan Pengawasan Pembangunan 

MenaraTelekomunikasi 
(TP3MT) 
Pasal3 

(1)Dalam rangka memberikan kelancaran dan keberhasilan 
pelaksanaan program menara telekomunikasi bersama di 
Daerah dibentuk TP3MT, sebagai lembaga adhoc yang 
membantu Walikota dalam menjalankan fungsi pengaturan, 
pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi. 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

-

15.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah beberapa kall lerakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ~ 

Penubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2015 
lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5697); 

1.	 Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

BagianKedua 
TIm Penataan DanPengawasan Pembangunan 

MenarsTelekomunikasi 
(TP3MT) 
Pasal3 

(1) Dalam rangka memberikan kelancaran dan 
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan 
menara telekomunikasi bersama di Daerah dibentuk 
TP3MT, sebagai lembaga adhoc yang membantu 
Walikota dalam menjalankan fungsi pengaturan, 
pengawasen, dan pengendalian menara 
telekomunikasi. 

Kelerangan 
5 

Konsideran Mengingal angka 
14 dlhilangkan belllasal1lan 
UU 12 lhn 2011 hanya 
digunakan sebagal pedoman 
penyusunan sehlngga tidak 
pe~u dicantumkan dalam 
konsideran mengingat 

Konsideran Mengingal angta 
15disempumakan 

Kelentuan angka 
disempumakan 

1 



5 1 

4 
Iii	 I I f432 

(2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayal (1) secara umum 
bertugas untuk melakukan kajian teknis tertladap desain, 
penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan 
saran atas pemberian izin pembangunan Menara 
Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Walikota 
dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
terhadap pembangunan dan pengoprasian Menara 
Telekomunikasi Bersama di Daerah, /:Ial FRaR8 FR8Ry8Rillwt 
&tFWI~WF, fil8F68RSI, twgH ~BA laR8iwRgjaw8~ aiaNr ~SR 

s;tataplsR 'S~8RfjiFi "SRgStll J'epwtYSSR tAJEllil~ta. 

(a)	 PSMS8Rtwl(ElR, K9FApssi&i, PSF89RSlis, seAS +wi8& &tSR 
TSRiiwRftja"'88 WiM+ sSl;aSlilifRSRQ sjiA:tal'lSws peas aye' (~) 

sieiHwF letii!.. laRjwt seRgeR PeF8twrsA tOlEJlil~a. 

(4) TP3MT sebagaimanadimaksudpada eyal (1) terdiri d~ unsur 
unit teknis terl<ait yang memiliki kompetensi dibidengnya yang 
anggotanya ditunjuk oleh Walikota. 

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal28 
(1) 1MB Menara dicabut apabila: 

a.	 Ada penmohonan dari pemilik izin; 
b. Izin dikeluarkjan alas data yang tidak benarJdipalsukan; 
c.	 Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai kalentuan 

yang berlaku setelah selesei masa pembekuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayatf4r 

(2) Pelaksenaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pembongkaran Manara 
Telekomunikasi Bersama;. 

11. ielwrwRKetentuan Pasal 30 dihapus 

12. Ketenluen Pasal 31 8)'8t (1), eyat (~) a8Fla eyet (ti) iliwlia/:l 
S8R 8isRtara ayat: (ii) 9SR 8~'at (i) Elisisi{ihaR sstw ayal IlasJW 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal31 
(1) Setiap	 orang alau badan yang membangun dan 

mengoprasikan menara telekomunikasi tanpa 1MB Menara 
dan tidak sesuasi dengan penetapan zona pembangunan 
menara wajib dibongkar. 

'----	 I 

(2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayal (1) secara 
umum bertugas untuk melakukan kajian teknis 
terhadap desain, penataen, pembangunan atau 
memberikan masukan dan saran atas pemberian izin 
pembangunan Menera Telekomunikasi Bersama dan 
asistensi terhadap Walikota dalam melakukan 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 
pembangunan dan pengoprasian Menara 
Telekomunikasi Bersama di Daerah. 

(3) Pembentukan	 TP3MT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota. 

(4) TP3MT sabagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi 
dibidangnyayang anggotanyaditunjuk oleh Walikota. 

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai Ketentuan angka 10 
berikut : disempumakan 

Pasal28 
(1) 1MB Menara dicabut apabila : 

a. Ada permohonan dari pemilik izin; 
b. Izin dikeluarkjan atas data yang tidak 

benarJdipalsukan; 
c. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai 

ketentuan yang berlaku setelah selesai masa 
pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1) 

(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara 
Telekomunikasi Bersama;. 

11. Ketentuan Pasel 30 dihapus	 Ketentuan angka 11 
disempurnakan 

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai IKetentuan angka 12 
berikut :	 disempumakan 

Pasal31 
(1)	 Setiap orang atau badan yang membangun dan 

mengoprasikan menara telekomunikasi tenpa 1MB 
Menara den tidak sesuasi dengan penetapan zona 
pembangunan menara wajib dibongkar. 

I	 i ~ 
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(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dilakukan setelah diberikan Sanksi Administratif banupa : 
a. Pemberian peringatan tertulis pertama; 
b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; 
c. Pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan; 
d. Penghentian sementara kegiatan; 
e. Penulupan lokasi; 
!. Pencabutan perizinan; 
g. Pemutusan aliran listrik; 
h. Pembongkaran bangunan danlalau pemulihan fungsi 

nuang sesuai peraturan penundang-undangan. 
2A) Dalam pemulusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada 

aya! (2) hunuf g, Pemerlntah Daerah bekerjasamadengan 
Perseroan Terbalas (PT) Penusahaan Listrik Negara yang 
berwenang. 

(3) Menara lelekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang 
tidak memiliki 1MB menara dan telah dijatuhkan tahapan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan pembongkaran bangunan setelan dikeluari<annya 
rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT. 

13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikul: 

Pasal40 
1=aFif FstFiBwsi P8Rfj&RaaIiElR MSR9FS Tslsl(li~FRwRiI(ja&i 

MeRiSWRshaA FldWtW6 SEJBB8i ReFilM: 

Biaya QperasionaI X Tari! Dasar 
Jumlah perizinan dalam 1 Tahun 
Keterangan : 

A. Biaya operasional meliputi : 
(a) Biaya pendataan / invenlarisasi; I 

(b) Biaya pengawasan; . 
(c) Biays pengendalian; 
(d) Biaya penertiban; 
(e) Biaya sosialisasi. 

8. c1WFFllsR PeFii!iRfilR Qalsr:A 1 Tat:!wA sasleR 998ElFA!P'fI 
jWFI'lISR P8FiiliFl8R yaAI ~it8Ftiltl&lR sslsFR jaRsha 'NQI~w 1 
Ta~wR eleR PSFFlSRRtsR "'eta Metre seRB8R 
AlI8RIIWA&M\8R ,eFlisRSiAI8A B&&&FAyQ jw~181=l pSRi!iRaA 

(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayal (1) 
dilakukan setelah diberikan Sanksi Administratif 
banupa: 
a. Pemberian peringatan tertulis pertama; 
b. Pemberian leguran terlulis kedua disertai 

pemanggilan; 
c. Pembarian teguran tertulis ketiga diser1ai 

pemanggilan; 
d. Penghentian sementara kegiatan; 
e. Penutupan lokasi; 
f. Pencabutan perizinan; 
g. Pemulusan aliran listrik; 
h. Pembongkaran bangunan denlalau pemulihan 

fungsi nuang sesuai peraturan penundang­
undangan. 

(3) Dalam pemutusan aliran Iistrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hunuf g, Pemerintah Daerah 
bekerjasamadengan Perseroan Terbalas (PT) 
Perusahaan Listrik Negara yang berwenang. 

(4) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya 
yang tidak memiliki 1MB menara dan lelah dijaluhkan 
tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan pembongkaran bangunan 
setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran 
0lehTP3MT 

13. Ketentuan Pasal 40 diubah. sehingga barbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal40 
(1) Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagi berikut : 
RPMT= TP xTR 
Keterangan 
RPMT Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 
TP : Tingkat Penggunaan Jasa 
TR : Tari! Retribusi 

(2) Formula perhitungan retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan 
jasa dikali tari! retribusi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Ketentuan angka 13 
disempumakan, 
disesuaikan dengan 
Pulusan MK Nemer 
46/PUU-XI1I2014 

(
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14. Ketentuan Pasal 59 IIi galllolR!l, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
 

Pasal59
 
(1)	 Pemilik Manara Telekomunikasi wajib mensosialisasikan 

rencana pembangunan menara kepada warga sekitar 
menara dalam radius 1,25 x Rencana tinggi menara 
telekomunikasi yang akan dibangun. 

(2)	 Pemilik Menara Telekomunikas; wajib menjamin 
keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga 
sekitar menara sebagai akibat yang timbul dari keberadaan 
menara. 

(3) Basaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) lRaR!laa~1 

kepada peraturan perundang---undangan yang berlaku. 

(3) Tingkat penggunaanjasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka 
pengendelian dan pengawasan menara telekomunikesi 
yang dijadikan dasar alokasi baban biaya. 

(4) Tanf relribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) 
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk 
menghitung besarnya retnbusi yang terutang 
berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan 
pengawasan menara telekomunikasi dengan 
memperhitungkan jenis rnenara tunggal atau menara 
bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak 
tempuh menera. 

(5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan 
menara telekomunikasi sabagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meliputi: 
a. honorarium petugas pengawas; 
b. transportasi; 
c. uang maken; 
d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi 

keberadaan stikerlsegeVcat sebegai atnbut pada 
menara telekomunikasi; 

e. alat tulis Kantor; dan 
d. biaya operasionallainnya sasuai kebutuhan nyata. 

(6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen 
sebagaimana dimaksud pade ayat (5) dihitung 
berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah 
setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai Ketentuan angka 14 
berikut : disempurnakan 

Pasal59 
(1) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib 

mensosialisasikan rencana pembangunan menara 
kepada warga sekitar menara dalam radius 1,25 x 
Rencana tinggi menara telekornunikasi yang akan 
dibangun. 

(2) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib menjamin 
kese/amatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga 
sekitar menara sebagai akibat yang limbul dari 
keberadaan manara. 

(3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 
vana berlaku. 
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15. Ketentuan Pasel63 ~i !lallWRll, sehingga berbuny; sebagai belikut : 
Pasel63 

lzin yang telah dikeluar1<an ber1<enaan dangan pendilian Menara 
Telekomunikasi tatap ber1aku sampai dangan ~ penyesuaian 
berdaser1<an Peraturan Daerah inL 

16. Ketenluan Pasal 64 di gabung, sehingga berbuny; aebagai belikut : 
Pasal 64 

(1) Menars telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya 
Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
ini, tidak diper1<enankan untuk diper1uas atau di ubah 
peruntukannya. 

(2) Dihapus. 
(3) Dihapus. 

15. Ketenluan Pasal 63diubah, sehingga berbunyi sebagai belikut: 
Pasel63 

Izin yang telah dikeluar1<an ber1<enaan dengan pendilian Menara 
Telekomunikasi tetap ber1aku sampai dengan berakhimya perizinan 
atau dilakukan penyeauaian berdasar1<an Peraturen Daerah jni. 

16. Ketentuan Pasal 64 di gabung, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 84 
Menara telekomunikasi yang talah ada sebelum 
diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau 
di ubah peruntukannya. 

Ketentuan angka 15 
disempumakan 

Ketentuan angka 16 
disempumakan 

(4) Dihapus. 

3 Nomor Register - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSILAMPUNG 
NOMOR : 21MTRl2016 

Pade ahkir lembar penetapan 
dan pengundangan rsperda 
Tambahkan nomor register 
sasuai ketantuan UU No 23 
Tahun 2014 

C. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMETRO NOMOR 2 TAHUN 2012TENTANG PAJAK DAERAH
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 

1 2 3 

Q. YAiaAg b1A~aAg ~J9",er 1a T~YR ~g11 teAiaAg P8RJ~eAiukaR 

PeFCHYFilA PerYRisAg b1ABaRgaA (bSfJ18aFaR ~Iegara RepYhlilE IA~BAe6ia 

;a~YR aQ11 ~J8FA9F 8~J laJ'sal:lsA beM~araA ~19BaFa R8fJyiik 
IA~eA8&ia NeMer i~a4): 

10. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOlOOi' 244, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah be~a kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan lembaran Nagara Republik 
Indonesia Nornor 5697); 

4 

-

10. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undana-
Undang Nomor 23 Tahun 2015 lBnlang Pemerinlahan Daerah 
(lembaran Negn Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 58, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5697); 

5 

Konsideral Mengingat angka 9 
dihilangkan berdasarkan UU 12 
thn 2011 hanya digunal<an 
sebagai pedoman penyusunan 
sehingga tidak per1u dicanturnkan 
dalsm konsideran mengingat 

Konsideran Mengingat angka 10 
disempumakan 

1 

I 

I 
l 

Konsideran 
Mengingat 
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1	 II :2 43 5 

;2 1\ Ketentuan Um.um Pasal1 1. Ketentuan Passl 1 angka 2 dan angka 3 diubllh, sshingga Pasal 1 angka 2 dan,angka 
1.	 ..... ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berlkut: 3,disesuaikan dengan Pasal 

1.	 ..... 1 angka 3 dan angka 4 ldU 
3.. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selalljutnya 
2.	 Pamerintah Daerah '-alah Pemellintah Kota Metro 

No 23 TIm 2014 
disinlilkat DPRD lI(!alah Dewan RelWllkiian Rakyat Daerah 

2.	 Pemerintah Daerah a.dalah KepEilIa Daecah wbagai 
unaur penyelenggara Pemelintahan Daerah yang 

KotaMelro. mEIIT1impin pelakaanaan urusan pemerinlahall yang 
4.	 Dan S8larusnya...... menjacli kewenangan daerah olonomi. 

3.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sellmjulllya 
disingkat DPRD adalah len'Ilaga perwakilan rakyat 
daerah YBI1llI ber1led\ldukan lIIlb.i unaur 
p8flVelenggara pernerintallan daerah. 

4.	 dan selaru8l1~ . 

Angke ft c1iubah menjadi:3	 II BalanQ Tubuh 1. Diantara Ketentuan IBAB XVIII IPasal 79 dan IIIlAB XIX ~. Diantara KelBntuan ~B .XVIII Passl 79 dan BAB XIX 
I Pasal 80 disisipkan 2 {dual MB dan 4 (ampet) Pasal Passl IlO disi$ipkalll 2 (dua) .BAS dan 4 (empat) Pasal angka 2 

sshingga befbunyi : selilingga berbunyi : 

4 II Namor Register NOREG PERA,IlURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI IPada ahkir lerrtlar 
J.AMPUlNG NOMOR : 3/MTR/2016 PElIletapan dan 

pengundal'lgan raperda 
Tambahkan liIomor register 
sesuai kelentuantUU INa ;23 
TshUll 201-4 

·GUBERJruR LAMPUl'lG. 

M. RIIJIIO' 




